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ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di tingkat
nasional, regional dan global sejak lama telah menjadi kejahatan luar biasa yang
terus mengancam dan telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia, berbangsa dan
bernegara. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana bentuk kepatuhan yang
dilakukan oleh Indonesia dalam mematuhi dan mengatasi masalah penyalahgunaan
narkotika yang telah mencapai tingkat darurat. Oleh karena itu, penelitian ini
menggunakan teori rezim internasional oleh Stephen Krasner.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis yang
bersifat deskriptif yang akan mendeskripsikan mengenai kepatuhan Indonesia
dalam United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) terkait mewujudkan
ASEAN Drugs free di kawasan perbatasan. Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh, Dalam mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015, Indonesia sudah
berupaya secara maksimal. Namun, cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai
wilayah yang bebas dari permasalahan narkoba masih sulit untuk diwujudkan
karena Di Indonesia, jumlah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat,
sehingga cukup sulit bagi Indonesia untuk turut berkontribusi secara signifikan
dalam merealisasikan cita-cita ASEAN Bebas Narkoba.

Kata Kunci: ASEAN, Kepatuhan, Narkoba, Perbatasan, UNODC
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ABSTRACT

The problem of drug abuse and illicit trafficking both at the national,

regional and global levels has long been an extraordinary crime that continues to

threaten and has damaged the joints of human life, nation and state. In this study,

we will look at the form of compliance carried out by Indonesia in complying with
and overcoming the problem of narcotics abuse that has reached an emergency

L&:ve.’. Therefore, this study uses the theory of international regimes by Stephen
rasner.

This research uses a qualitative method with descriptive analysis techniques
that will des

v cribe Indonesia's compliance in the United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC) related to realizing ASEAN Drugs free in the border area.

Based on the resulis of the research obtained, in realizing Drug-Free ASEAN 20135,

Indonesia has made maximum efforts. However, the aspiration to make Indonesia

a region free from drug problems is still difficult to realize because in Indonesia,
the amount of drug abuse is increasing, making it quite difficult for Indonesia to
contribute significantly to the realization of the ideals of a Drug-Free ASEAN.
Keywords: ASEAN, Borders, C ompliance, Drugs, UNODC
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara telah menjadi salah satu
ancaman yang serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, serta telah menjadi salah
satu bisnis yang paling menguntungkan. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba baik di tingkat nasional, regional dan global sejak lama telah menjadi kejahatan luar
biasa yang terus mengancam dan telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia, berbangsa
dan bernegara. Narkoba menjadi penghambat yang mengancam tumbuh dan kembang
generasi suatu bangsa (Krisnaptik, 2013). Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah
merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena komoditi
narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah
(Sigalingging, 2015).

Secara umum, ada tiga komponen yang saling berhubungan dalam masalah narkoba
dan obat-obatan terlarang di Indonesia. Pertama, jenis narkotika yang sering digunakan, lalu
peredaran, perdagangan, dan terakhir penyalahgunaan zat terlarang. Tumbuhan adalah bahan
baku utama yang digunakan dalam produksi obat-obatan terlarang, antara lain tanaman koka
yang diolah menjadi kokain, bunga opium yang diolah menjadi heroin, dan ganja yang diolah
menjadi ganja atau ganja. Bahan baku ini kemudian diproses lebih lanjut hingga siap untuk
dijual dan dikonsumsi.

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan
extraordinary crime. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang
berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta
begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika. Untuk itu
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extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang
berkarakteristik luar biasa, yang dewasa ini kian merambah ke seantero bumi ini sebagai
transnational crime. Hal ini terjadi karena adanya demand dan supply. Indonesia menjadi
salah satu negara sasaran peredaran narkoba yang dikendalikan jaringan internasional.
Dalam peta perdagangan narkoba dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari ‘negara transit’
menjadi ‘negara tujuan’ perdagangan narkoba ilegal. Indonesia merupakan negara
kepulauan terbesar di dunia dan memiliki letak geografis yang unik dan strategis. (Suyatna,
2018).

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan
penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun serta rerata tingkat kepadatan penduduk
Indonesia sebesar 124 orang per kilometer persegi. Kondisi demikian merupakan pangsa
pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba. Peredaran narkotika di Indonesia apabila
ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, akan tetapi melarang terhadap
penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan
pengobatan dan ilmu pengetahuan, bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran
empirisnya.

Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan sebuah
masalah sosial di masyarakat yang meresahkan. Dampak yang ditimbulkannya pun tidak
hanya pada dampak fisik saja, tetapi juga dampak pada lingkungan sosial. Penyalahgunaan
narkotika merupakan masalah yang memprihatinkan dunia internasional. Masyarakat sering
mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh
negara-negara di dunia.

Tidak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap

narkotika terus merajalela. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan telah



mengungkap berbagai macam kejahatan narkoba. Narkoba menjadi ancaman nyata bagi
Indonesia, berdasarkan data dari BNN pada tahun 2014 tercatat tingginya prevalensi
pengguna barang terlarang tersebut yang telah mencapai 4,2 juta penduduk Indonesia. Dari
total itu di antaranya anak-anak, remaja, dan orang dewasa. (Syafaaturrosida, Nirwan Dwi
Putra, Winda Dwi Astuti Zebua3, 2019)

Sebagai anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Indonesia juga
berupaya mengatasi masalah narkoba. Sebuah kesepakatan di antara negara-negara Asia
Tenggara yang dikenal dengan Deklarasi Bersama ASEAN 2015 tentang Bebas Narkoba.
Kesepakatan ini dibuat dengan mempertimbangkan situasi Asia Tenggara, wilayah dengan
frekuensi kejahatan transnasional yang tinggi, khususnya pelanggaran narkoba.

Tidak dapat disangkal bahwa meskipun beberapa upaya untuk memerangi masalah
perdagangan obat-obatan terlarang dan sejumlah kemenangan dalam beberapa tahun
terakhir, masalah ini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan, keamanan, dan
kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Masalah narkoba yang berkembang di kawasan
Asia Tenggara akan berdampak parah, terutama pada kaum muda yang merupakan pengguna
terbanyak. Alhasil, ASEAN, sebuah organisasi regional di Asia Tenggara, telah mengambil
keputusan untuk memerangi masalah narkoba di kawasan tersebut dengan membentuk
sebuah perjanjian yang diberi nama Drug-Free ASEAN 2015. (Anggraini, 2016)

Pada 11-13 Oktober 2000, di Bangkok, Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-33
memperbaharui ikrar pembentukan ASEAN bebas narkoba 2020. Delegasi pada kongres ini
memutuskan untuk mempercepat implementasi ASEAN bebas narkoba dari 2015 ke 2020.
(NEGERI, 2014) Setiap negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, berpartisipasi dalam
upaya pencapaian target Bebas Narkoba ASEAN 2015 sebagai bagian dari komitmen

kawasan. Pada tahun 2015, Indonesia harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian



ASEAN untuk membentuk kawasan yang bebas dari pembuatan, peredaran, dan keamanan
obat-obatan terlarang.

ASEAN Drug Free Area merupakan wujud nyata dari adanya komitmen bersama
antar negara anggota ASEAN untuk memberantas dan meminimalisir baik produksi maupun
konsumsi narkoba di kawasan Asia Tenggara. ASEAN Drug Free Area disepakati saat
ASEAN Ministerial Meeting ke-33 yang dihelat pada tanggal 24-25 Juli 2000 di Bangkok,
Thailand. Ide mengenai ASEAN Drug Free Area sendiri sebenarnya telah dicanangkan jauh
sebelum ASEAN Ministerial Meeting ke-33 di selat di Bangkok. Tepatnya pada tahun 1972,
negara anggota ASEAN yang saat itu masih beranggotakan lima negara saja bertemu dan
membahas mengenai kemungkinan dibentuknya satu badan di bawah ASEAN untuk
membendung dan mengontrol narkoba di kawasan Asia Tenggara. Akhirnya tahun 1976,
pertemuan para kepala negara anggota ASEAN menghasilkan Declaration of ASEAN
Concord yang kemudian melahirkan ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse
of Narcotics Drugs.

Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar dalam hal narkoba. Indonesia
menjadi negara tujuan narkotika yang cukup besar. Menurut UNODC, narkotika di
Indonesia masuk melalui sindikat dari Afrika Barat, Eropa, India, Iran, dan China. Demi
menunjang kegiatan pemberantasan narkoba, peran Interpol dan Kementerian Luar negeri
juga sangat dibutuhkan sinerginya untuk memperlancar kerja sama dengan negara lain baik
dalam lingkup regional, kontinental, maupun Internasional. Upaya kerjasama tentunya
dibutuhkan untuk mengatasi berbagai ancaman baik internal maupun eksternal.

Ancaman secara eksternal hadir karena menurut BNN ada sedikitnya sebelas negara
yang menyuplai narkoba masuk di Indonesia. Troels Vester, Country Manager of the United
Nations Olffice on Drugs and Crime (UNODC) di Indonesia pada tahun 2015 menyatakan

bahwa Indonesia merupakan sasaran terbesar pedagang gelap narkoba di kawasan Asia



Tenggara. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan sekitar dua
ratus juta orang di seluruh dunia telah menggunakan jenis narkotika secara ilegal.

Kanabis merupakan jenis Narkotika yang paling sering digunakan, diikuti dengan
Amfetamin, Kokain, dan Opioid. Selain memegang teguh komitmen kepada ASEAN Drug
Free Area dengan sesama negara anggota ASEAN, Indonesia juga meratifikasi tiga
Konvensi anti narkoba yaitu Single Convention on Narcotic Drugs, 1961; Convention on
Psychotropic Substances, 1971; dan Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs
and Psychotropic Substances, 1988. Sebagai negara pihak di ketiga Konvensi PBB terkait
narkotika, Indonesia senantiasa aktif dalam kerja sama internasional di bidang
penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pada kesempatan ini penulis hendak meneliti lebih jauh kepatuhan yang dilakukan
oleh Indonesia dalam mematuhi dan mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika yang
telah mencapai tingkat darurat dalam judul “Kepatuhan Indonesia dalam United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC) terkait Mewujudkan ASEAN Drug Free di Kawasan
Perbatasan”. Dalam rangka mewujudkan Drug Free ASEAN, seluruh negara anggota

ASEAN berkontribusi dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan permasalahan
yaitu Bagaimana kepatuhan Indonesia dalam United Nations Office on Drugs and Crime

(UNODC) terkait Mewujudkan ASEAN Drugs Free di Kawasan Perbatasan?



1.3 Tujuan Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan Indonesia dalam United
Nations Olffice on Drugs and Crime (UNODC) terkait Mewujudkan ASEAN Drugs
Free di Kawasan Perbatasan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh
gelar strata-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman teori mengenai kepatuhan

rezim dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini agar dimanfaatkan untuk menjadi bahan
observasi untuk penelitian selanjutnya maupun penelitian serupa dan juga besar harapan saya
agar penelitian ini akan menjadi acuan serta sumber informasi bagi peneliti lainnya dalam
kasus yang serupa, serta mampu untuk berkontribusi untuk pemberantasan narkotika
selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Indonesia dalam
United Nations Olffice on Drugs and Crime (UNODC) terkait mewujudkan Asean Drugs
Free di Kawasan Perbatasan dan juga memberikan pemahaman bagaimana sebuah negara
melakukan kerja sama dalam pemberantasan narkotika, penelitian ini juga dapat
memberikan pemahaman kepada publik, terkhususnya upaya yang dilakukan oleh negara
Indonesia dalam melakukan hal tersebut. Pemahaman ini juga dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam menilai dan bersikap terhadap suatu kebijakan.
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